SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat
(1) dan ayat (2] Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56}, dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57} tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera
Selatan Sebagai Undang-undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821});

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679},



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
(Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembar Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara (Lembar Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA

SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN
BENGKULU UTARA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna
dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah batas
penetapan besaran harga, termasuk harga kebutuhan barang dan jasa
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai jenis, spesifikasi dan
kualitas digunakan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
anggaran.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan
APBD.



8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah

(1)

(1)
)

(3)

adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS.
SHS meliputi:
satuan biaya honorarium,;

satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

a.
b
c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;

e. satuan biaya pemeliharaan; dan

f. SHS lainnya.

SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
penyusunan RKA SKPD;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat
dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya
kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar
biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.



Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan SHS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2)

BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 6
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ASB.
Muatan ASB meliputi :
deskripsi aktivitas/pekerjaan ASB;
pengendali biaya (cost driver);
satuan pengendali belanja tetap (fixed cost);

satuan pengendali belanja variabel (variable cost);

© a0 TP

batasan alokasi rincian obyek belanja; dan

f. persamaan penghitungan ASB.

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II

(1)

(2)

(3)

(4)

()

©)

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Jenis aktivitas/pekerjaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf a merupakan jenis aktivitas/pekerjaan yang mempunyai
karakteristik yang sama dalam suatu kegiatan dan dilakukan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.

Pengendali biaya (cost driver) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf b merupakan pengendali biaya berupa rincian obyek
belanja yang menjelaskan faktor pemicu biaya/belanja dari suatu
aktivitas/pekerjaan.S

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c¢ merupakan pengendali biaya yang
menunjukan besarnya perubahan belanja tetap dari suatu
aktivitas/pekerjaan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/penambahan
volume aktivitas/pekerjaan.

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan pengendali biaya
yang menunjukan besarnya perubahan belanja variabel dari suatu
aktivitas/pekerjaan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan
volume aktivitas/pekerjaan.

Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2} huruf ¢ merupakan batasan pengendali biaya (cost
driver) berupa rincian obyek belanja disertai volume/koefisien, harga
satuan dan jumlah rupiah yang diperbolehkan untuk dianggarkan
pada masing-masing aktivitas/pekerjaan di dalam RKA SKPD.

Persamaan penghitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf f merupakan metode yang digunakan untuk menghitung
jumlah biaya dari aktivitas/pekerjaan yang termasuk dalam
kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama.



Pasal 8

Dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan penganggaran SKPD
berpedoman pada Peraturan Bupati ini, kecuali diatur lain oleh peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

{1} Rincian obyek belanja tiap aktivitas/pekerjaan yang dianggarkan
dalam RKA SKPD tidak boleh diluar rincian obyek belanja yang
tercantum dalam batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

{2) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian obyek
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1], apabila telah mendapat
persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

(3) SKPD dapat menganggarkan melebihi volume/koefisien dan jumlah
rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, apabila telah mendapat persetujuan dari
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
MIAN

Dundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 4 Juli 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd
M. DODI HARDINATA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010
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